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Penetapan Status

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat yung memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai

Status Keadaan Darurat
Bencana Tingkat Nasional

Ditetapkan
Status Keadaan Darurat P : Beberapa daerah sudah
_ Gubernur/ Bupati / menetapkan
Bencana Tingkat Daerah Wali Kota

Keputusan Kepala BNPB
@ Status Dalam Keadaan P

Kepala BNPB
Tertentu (Bencana)

(Perpres 17/2018 Pasal 2 dan 3)
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7

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

2. Instruksi Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran
COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian
Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona
(Covid-19)



Kondisi Penyebab Dampak

Realokasi dan |

Refocussmg WIEVER
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Pengadaan kebutuhan
penanganan darurat
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TAHAPAN PENGADAAN TERDAMPAK

Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan

O Refocussing Anggaran
0 Realokasi kegiatan
O Perubahan kebutuhan RKB

O Perubahan Spesifikasi Teknis / KAK
Q Perubahan HPS
Q0 Perubahan Rancangan Kontrak

Kontrak dan Serah Terima Pemilihan Penyedia

0 SPPBJ O Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
0 Penandanganan Kontrak O Pembuktian Kualifikasi

O Tahapan dalam Kontrak Q Klarifikasi / Verifikasi

O Protokol Pencegahan O Negosiasi

O Keadaan Kahar

O Dampak proses kerja



PERENCANAAN . . .
PENGADAAN Solusi dan Tindaklanjut

O PA/KPA/PPK segera memastikan
keberlanjutan anggaran dan kegiatan
sehubungan dengan dilakukannya
refocussing Anggaran dan realokasi
kegiatan dengan pihak terkait seperti
Gugus Tugas/ Bagian Anggaran

O PA/KPA/PPK melakukan identifikasi
dokumen perencanaan yang
terdampak dan melakukan identifikasi
kebutuhan barang/jasa atas kondisi
darurat

O Memperhatikan urgensi keberlanjutan
atas kebutuhan pengadaan. Misal jika
dapat ditunda dan tidak bersifat
urgent, maka dapat tidak dilaksanakan
terlebih dahulu.

O Penyesuaian atau perubahan RKB




Solusi dan Tindaklanjut PERSIAPAN
PENGADAAN

1 PPK segera memastikan keberlanjutan
paket pengadaan ke PA/KPA dan/atau
pihak terkait seperti Gugus Tugas/
Bagian Anggaran

O Untuk Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan
Rancangan Kontrak yang sudah jadi,
maka perlu dilakukan reviu atas
keterhandalan dan kevalidan dokumen
atas kondisi darurat saat ini

O Untuk Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan
Rancangan Kontrak yang belum jadi,
maka perlu disusun menyesuaikan
kondisi keadaaan kedarurat saat ini

O Harga mengacu pada harga pasar
kekinian




Solusi dan Tindaklanjut

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/ ﬂ
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI LT

secar daring

Calon pemenang mengirimkan foto dokumen
'= =. asli ke akun resmi Pokja Pemilihan/
Pejabat Pengadaan

/7 Foto dokumen asli merupakan foto
langsung dari kamera/telepon genggam
tanpa proses edit

AT ey

~
‘ Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan
negosiasi dilakukan melalui media video call
dan didokumentasikan dalam video dan/atau foto

bersama
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“Jika dalam proses tender ada perintah dari Pimpinan KLPD atau PA/KPA untuk dibatalkan,
Pokja memproses penghentian pengadaan melalui menu tender/ seleksi gagal. Kemudian

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/KLARIFIKASI DAN NEGOSIAS!I

latap Muka

“Dilaksanakan dengan menerapkan protokol
pencegahan penyebaran wabah COVID-19*

memastikan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
dan Peserta Pemilihan/Calon Pe g dalam kondisi sehat

Kewajiban untuk Tersedia ruang Pendetel suhu
menggunakan masker terpisah dengan tubuh dan menjaga
dan sarung tangan sekat kebersihantangan

Jaga jarak
tatap muka &
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membuat BA penghentian dan melaporkan ke Kepala UKPBJ”

SR

PEMILIHAN

PENYEDIA

Memundurkan Jadwal

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/ KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Jadwal dimundurkan
setelah berkoordinasi dengan

Jadwal dimundurkan ?
sampai keadaan memungkinkan atau
sesuai dengan penetapan situasi dan
kondisi oleh Kepala BNPB/Pejabat
yang berwenang menetapkan =

,
- —_ .

144
) aiesonsr D) kppgoid (8 Ikpp_ri




KONTRAK DAN Solusi dan Tindaklanjut

SERAH TERIMA

. Jika sudah ditunjuk pemenang, sebelum tandatangan kontrak PPK perlu kembali
memastikan keberlanjutan paket pengadaan ke PA/KPA dan/atau pihak terkait
seperti Gugus Tugas/ Bagian Anggaran. Jika tidak diyakini kontrak dapat
dilanjutkan (berdasarkan ketersediaan anggaran, situasi lokasi pekerjaan,
spesifikasi pekerjaan), maka proses pemilihan dapat dinyatakan batal, PPK
membatalkan SPPBJ, dan Penyedia tidak dikenakan sanksi dalam hal ini.

2. Jika kontrak sudah ditandatangani dan kegiatan
wabah COVID19 termasuk tetap dijalankan, maka perlu segera
KE AD A AN K AH AH menyiapkan bentuk-bentuk protokol
pencegahan penyebaran covid-19 selama masa
phak dalam Konrak dantidac daptdprkiraan pekerjaan.

RV ko ok . lika kontrak sudah ditandatangani dan harus
dibatalkan, maka PPK menyampaikan adanya
kondisi kaharakibat kebijakna pemerintah.
Selanjutnya PPK menyatakan penghentian
kontrak dan bersama penyedia melakukan
tindakan penghentian kontrak sesuai SSUK dan
SSKK.




Solusi Kontrak dalam Keadaan Darurat Covid-19

Kontrak sedang berjalan?
- Kontrak dihentikan secara permanen
-, Kontrak dihentikan sementara

- Kontrak di|anjutkan Kontrak dihentikan secara permanen
- Dilakukan perhitungan bersama hasil

pekerjaan atau audit sebelum pekerjaan
> dibayarkan;
- Penyedia tidak dikenakan sanksi atas
pemberhentian kontrak.

Kontrak dihentikan sementara

- Pelaksanaan kontrak diadendum untuk
dihentikan sementara;
- Dilakukan adendum perubahan waktu
B pelaksanaan setelah keadaan kondusif
dengan perpanjangan waktu sesuai, hak
dan kewajiban selama dihentikan.

- Dapat lintas TA
- Jaminan pelaksanaan diperpanjang

Kontrak dilanjutkan

- Dilakukan perubahan kontrak sepanjang tersedia anggaran;

- PPK melakukan permintaan/perintah tertulis pada Penyedia untuk
melanjutkan.

- PPK berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai
yang telah dikeluarkan dalam masa kahar

Sumber : Materi Sosialisasi LKPP




INSTRUKS MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: €2 /IN/M/ 2000
TENTANG
PROTOKOL PENCEGAAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19

DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKS!




PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM
= PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

A. SKEMA PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
4
MENYEDIAKAN MENGUKUR SUHU
FASILITAS SEMUA ORANG
PENCEGAHAN
COVID-19

SETIAP PAGI,
SIANG DAN SORE

PENGGUNA JASA PENYEDIA JASA PENYEDIA JASA
DAN PENYEDIA PEKERJAAN SATUAN TUGAS PEKERJAAN
JASA KONSTRUKSI PROYEK KONSTRUKSI
6
MENGHENTIKAN SEMENTARA
SEKERJAAN JIKA TERINDIKASI
ADA TENAGA KERJA YANG
TERPAPAR COVID-19
PENYEDIA JASA PEKERJAAN PESEENSEB’X'QAD:‘;@%‘;AN PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI KONSTRUKSI

KONSTRUKSI

Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR




SATGAS PENCEGAHAN
COVID-19

v Dibentuk oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) proyek

v" Meupakan bagian dari Unit
Keselamatan Konstruksi (UKK)
v Berjumlah paling sedikit 5 (lima)
orang yang terdiri atas:
1) 1 (satu) Ketua merangkap
anggota; dan
2) 4 (empat) Anggota yang
mewakili Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa.

B

Satgas Pencegahan COVID-19

berkoordinasi dengan Satgas

Penanggulangan COVID-19 Kementerian
PUPR

Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

sosialisasi;

pembelajaran (edukasi);

promosi teknik;

metode/pelaksanaan pencegahan COVID-19 di
lapangan;

berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan
COVID-19 Kementerian PUPR melakukan Identifikasi
Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan;

pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi
COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek;
pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan
pengendalian mobilisasi/demobilisasi pekerja;
pemberian vitamin dan nutrisi tambahanguna
peningkatan imunitas pekerja;

pengadaan Fasilitas Kesehatan di lapangan; dan
melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan
pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan
penghentian kegiatan sementara.

Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR



PEMBERHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat
diberhentikan sementara akibat Keadaaan Kahar,
jika terindikasi:

Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di
pusat sebaran

Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau
berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

Pimpinan Kementerian/ Lembaga/lnstansi/ Kepala Daerah telah

mengeluarkan peraturan untuk menghentikan
kegiatan sementara akibat keadaan kahar

Jika karena sifat dan urgensinya tetap
harus dilaksanakan, Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi tersebut dapat
diteruskan dengan ketentuan:

1) Mendapatkan persetujuan dari
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; dan

2) Melaksanakan protokol
pencegahan COVID-19 dengan
disiplin tinggi dan dilaporkan
secara berkala oleh Satgas
Pencegahan COVID-19.

Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR



TINDAK LANJUT TERHADAP KONTRAK PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI

Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan
sementara akibat keadaan kahar maka diberlakukan ketentuan:

C

MEKANISME PENGHENTIAN MEKANISME PERGANTIAN

PEKERJAAN SEMENTARA SPESIFIKASI (oA Ll

1) Usulan penghentian sementara dapat pergantian spesifikasi dapat
dilakukan oleh PPK dan/atau Penyedia diusulkan jika dalam Kontrak Penghentian sementara
Jasa berdasar usulan Satgas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak melepaskan hak dan

Pencegahan COVID-19 setelah memiliki kendala dalam proses kewajiban Pengguna Jasa
dilakukan Idgntlflka3| Potensi Bahaya pengiriman material dan/atau dan Penyedia Jasa terhadap
COVID-19 di Lapangan peralatan dan/atau suku cadang Tenaga Kerja Konstruksi,
Mendapatkan persetujuan dari impor akibat barang tsb berasal dari Subkontraktor, Produsen
Kasatker/KPA dan Kabalai negara yang ditetapkan sebagai dan Pemasok yang terlibat
Waktu penghentian paling sedikit 14 negara terjangkit COVID-19

(empat belas) hari kerja atau sesuai pembatasan jalur pengadaan barang

dengan kebutuhan impor di Indonesia

Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR




MEKANISME PENGHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA

Satgas Pencegahan Kementerian/

Covid-19

Penyedia Kasatker/ KPA /
Jasa Kepala Balai

Lembagal/lnstansi/
Kepala Daerah

Mengeluarkan Peraturan
untuk menghentikan
kegaiatan sementara

Identifikasi potensi
bahaya Covid-19

el EIZEE akibat Keadaan Kahar
e l l Membahas, meneliti dan menyepakati penghentian
Rekomendasi pekerjaan sementara
penghentian
pekerjaan yly o
sementara Melaporkan kesepakatan & Persetujuan
meminta persetujuan N penghentian
penghentian pekerjaan pekerjaan
sementara ke KPA sementara

!

Menetapkan penghentian
pekerjaan sementara & P
menyampaikan secara tertulis
kepada seluruh penyedia jasa

Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian FIUPR




USULAN BIAYA TAMBAHAN

(9):0

Untuk memastikan KEWAJARAN

HARGA BIAYA TAMBAHAN
v Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Untuk memastikan kewajaran harga Biaya
COVID-19 di lapangan dapat diusulkan menjadi Tambahan
biaya tambahan penerapan SMKK sesuai ‘

peruntukannya melalui Adendum Kontrak

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabalai/Kasatker menyampaikan

permohonan kepada APIP untuk melakukan

v" Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi reviu usulan pemenuhan terhadap
tetap dilanjutkan, pemberian kompensasi biaya upah pembayaran upah Tenaga Kerja Konstruksi,
Tenaga Kerja dan Subkontraktor/ Produsen/Pemasok Subkontraktor, Produsen dan Pemasok
harus tetap dilakanakan = Dapat diusulkan selama masa penghentian sementara.

sebagai biaya tambahan

Sumber : Materi Sosialisasi Kementerian PUPR
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